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Abstract:: The increasing number of violent robbery (begal) cases in Medan Marelan
District reflects challenges in the implementation of the duties of the Indonesian National
Police as stipulated in Articles 13 and 14 of Law Number 2 of 2002. This study aims to
analyze the implementation of these provisions in maintaining public security and public
order in Medan Marelan District and to examine them from the perspective of Siyasah
Syar'iyyah. This research employs an empirical legal research method with a descriptive
qualitative approach. Data are collected through interviews, library research, and
documentation, and are analyzed qualitatively through data reduction, data presentation,
and conclusion drawing. The study is expected to provide an overview of the
implementation of police duties in maintaining public security and public order and to
contribute to the development of legal studies from the perspectives of Indonesian
positive law and Siyasah Syar'iyyah.

Keywords: Implementation; Indonesian National Police; Public Security and Public
Order; Siyasah Syar'iyyah.

Abstrak: Meningkatnya tindak pidana pembegalan di Kecamatan Medan Marelan
menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini
bertujuan menganalisis implementasi kedua pasal tersebut dalam pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Marelan serta mengkajinya berdasarkan
perspektif Siyasah Syar'iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan,
dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum positif dan
Siyasah Syar'iyyah.

Kata kunci: Implementasi, Kepolisian, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siyasah

Syar'iyyah.
PENDAHULUAN sepenuhnya optimal, hal ini berdasarkan
hasil observasi penulis bahwa masih
Kepolisian ~ Sektor  (Kapolsek) banyak terjadi gangguan keamanan dan

Medan Labuhan yang berada dalam
wilayah hukum dan komando Kepolisian
Resor (Polres) Pelabuhan Belawan dalam
hal  pemeliharaan = Keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di
Kecamatan Medan Marelan belum

ketertiban masyarakat khususnya aksi
pencurian dengan kekerasan (curas) atau
begal. Sepanjang tahun 2026, tercatat
setidaknya 105 kasus pencurian dengan
kekerasan (curas) atau pembegalan, selain
itu observasi penulis di Kepolisian Resor
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(Polres)  Pelabuhan  Belawan  dan
Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan
Labuhan menerangkan bahwa banyaknya
kasus pembegalan ini dipicu oleh
minimnya pasilitas  publik  seperti
penerangan lampu jalan pada malam hari,
ini merupakan salah satu sebab tugas
kepolisan dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat di Kecamatan
Medan Marelan belum maksimal.

Merujuk pada pengertian keamanan
dan  ketertiban =~ masyarakat  telah
dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yaitu suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan
nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban, dan tegaknya
hukum, serta terbinanya ketentraman,
yang mengandung kemampuan membina
serta mengembangkan potensi dan
kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah, dan menanggulangi segala
bentuk pelenggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.

Aksi pencurian dengan kekerasan
(curas) atau pembegalan ini menciptakan
kondisi yang tidak aman yang dalam
banyak kasus kejadian melahirkan rasa
takut, dan rasa tidak aman dilingkungan
masyarakat dalam beraktifitas yang
mengakibatkan melemahnya semangat
mobilitas masyarakat dalam konteks
ekonomi, politik, dan budaya. Negara
melalui Kepolisian Republik Indonesia
memiliki tugas utama yang harus
dilaksanakan yaitu mewujudkan dan
memelihara  ketertiban  dilingkungan
masyarakat, hal ini dituangkan didalam
pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia bahwa Kepolisian memiliki
tugas pokok yaitu : memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, dan memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepda
masyarakat, kemudian dipasal 14 dalam
undang-undang yang sama mengatur

berbagai tindakan opersional
patroli, penjagaan, dan pengawalan.
Meningkatnya intensitas kejahatan
jalanan tersebut menunjukkan adanya
kelemahan dalam pelaksanaan fungsi
kepolisian, khususnya dalam pasal 13 dan
pasal 14 undang undang nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kondisi ini juga memicu
munculnya tindakan main hakim sendiri
oleh  masyarakat sebagai  bentuk
ketidakpercayaan terhadap respons aparat

seperti

penegak hukum.

Dalam perspektif siyasah
syari’yyah, maraknya kejahatan jalanan
dapat dikategorikan sebagai bentuk

hirabah, yaitu tindakan yang mengancam
keamanan umum serta menimbulkan
ketakutan = di  tengah  masyarakat.
Perbuatan ini bertentangan dengan tujuan
utama syariat (magqashid syari’ah),
khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an-
nafs) dan harta (hifzh al-mal). Al-Qur’an
memberikan penegasan yang tegas
terhadap pelaku kejahatan semacam ini,
sebagaimana tercantum dalam Surah Al-
Ma’idah ayat 33, yang menjelaskan
sanksi berat bagi pihak yang melakukan
kerusakan dan teror di muka bumi.

. ?@yjjﬂ\uy)\muaﬂ\c‘);\m\
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Sesungguhnya pembalasan
terhadap orang-orang yang memerangi
Allah  dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu
suatu penghinaan untuk mereka di dunia,
dan di akhirat mereka beroleh siksaan
yang besar."

Ayat  tersebut menjadi dasar
normatif bagi negara dalam menegakkan
hukum secara tegas terhadap berbagai
bentuk  kejahatan  jalanan.  Dalam
pemikiran politik Islam, Imam Al-
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Mawardi melalui karyanya Al-Ahkam as-
Sulthaniyyah mengatakan:

a1 gy il s 49 5 4l
e 13 ST g (o5 4858 e 1Y) s Bl
il il 5 S2ll L e LT3 5 A

Artinya : Al-Hisbah adalah institusi
/tugas keagamaan yang bertujuan untuk
memerintahkan kebaikan ketika nampak
ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran
ketika nampak dikerjakan, sebagai bentuk
pencegahan bagi manusia dari sebab-
sebab kerusakan serta perlindungan
terhadap kemaslahatan umum.

Prinsip tersebut sejalan dengan
kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus
senantiasa berorientasi pada kemaslahatan
masyarakat (tasharruf al-imam ‘ala al-
ra’iyyah  manutun  bi  al-maslahah).
Dengan demikian, efektivitas aparat
penegak hukum tidak hanya diukur dari
tindakan penindakan, tetapi juga dari
keberhasilan dalam mencegah terjadinya

kejahatan.

Penelitian mengenai keamanan dan
ketertiban =~ masyarakat  (kamtibmas)
khususnya aksi pencurian  dengan

kekerasan (curas) atu begal sebelumnya
telah ada yang melakukan, namun dengan
fokus dan pendekatan yang berbeda-beda.
Penelitian  dilakukan oleh  Atchuan
Parnihotan. S dan Fitri Yani ( Desember
2024 ) yang berjudul "Peran Kepolisian
Dalam  Penanganan  Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada
Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan"
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
Maraknya tindakan pidana pencurian
dengan kekerasan ( curas/begal ) di
wilayah  hukum  Polres  Pelabuhan
Belawan menuntut optimalisasi fungsi
penegakan hukum melalui tindakan
konkrit kepolisian yang bersifat preventif
sekaligus  represif. Secara  lebih
mendalam, hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran kepolisian belum berjalan
secara maksimal akibat terbentur oleh
berbagai faktor krusial. Polisi dituntut
untuk menyusun pola patroli yang lebih
efektif dengan menjangkau titik buta atau

wilayah rawan, serta melakukan tindakan
penegakan hukum pidana yang tegas
untuk memberikan efek jera bagi para
pelaku sindikat begal di wilayah hukum
tersebut.

Penelitian ini memeiliki urgensi

karena  masih  banyak  ditemukan
gangguan keaman dan  ketertiban
masyarakat, sehingga peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian yang lebih
mendalam tentang tugas kepolisian dalam

menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat khususnya dalam mencagah
terjadinya  aksi  pencurian  dengan
kekerasan  (curas) atau begal di

Kecamatan Medan Marelan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif  kualitatif yang dianalisis
menggunakan perspektif Siyasah
Syar'iyyah. Penelitian ini dilakukan untuk
mengukur kesesuaian pelaksanaan tugas
Kepolisian Sektor Medan Marelan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat berdasarkan Pasal 13 dan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan prinsip-prinsip
ketatanegaraan Islam, khususnya konsep
Wilayah as-Syurthah dan Al-Hisbah
dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari data primier, data sekunder,
dan data tersier.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,
Provinsi  Sumatera  Utara.  Fokus
pengumpulan  data dan  observasi
diarahkan pada beberapa lokasi yang
tergolong rawan terjadinya kejahatan
jalanan (street crime), khususnya tindak
pidana pembegalan, seperti Jalan Abdul
Sani Muthalib di Kelurahan Terjun dan
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Jalan Kapten Rahmad Buddin Kelrahan
Terjun. Selain melakukan penelitian di
wilayah tersebut, penelitian lapangan juga
dilaksanakan di Markas Kepolisian Sektor
(Polsek) Medan Labuhan sebagai instansi
yang memiliki kewenangan dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kecamatan Medan Marelan
dan Kantor Kelurahan Terjun Kecamatan
Medan Marelan. Pemilihan  lokasi
penelitian didasarkan pada pertimbangan
bahwa Kecamatan Medan Marelan berada
dalam wilayah hukum Polsek Medan
Labuhan yang berada di bawah koordinasi
Polres Pelabuhan Belawan. Oleh karena
itu, lokasi tersebut dinilai relevan untuk
memperoleh data mengenai implementasi
Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia  dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat di  Kecamatan Medan
Marelan.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji
dari isi peraturan dan keputusan kajian
teoritis dan beberapa referensi yang tidak
akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.
Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara
tidak terstruktur. Dalam pelaksanaannya,
peneliti tidak berpedoman pada daftar
pertanyaan yang disusun secara baku,
melainkan hanya menggunakan pokok-
pokok permasalahan sebagai acuan dalam
menggali informasi.
Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan
melalui penelaahan berbagai dokumen
yang berkaitan dengan penelitian, seperti
peraturan perundang-undangan, laporan
kegiatan, arsip, foto, dan dokumen
lainnya yang relevan guna memperoleh
data secara langsung dari lokasi
penelitian.

Analisis Data,

Analisis data yang di gunakan data
kualitatif ~ adalah  penelitian  yang
bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian seperti perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa.

Reduksi data, merupakan proses
pemilihan, penyederhanaan, dan
pengelompokan data yang diperoleh dari
berbagai teknik pengumpulan data, seperti
wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penyajian data merupakan tahapan
setelah proses reduksi data selesai
dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah
dipilih dan disusun kemudian disajikan
dalam bentuk yang sistematis agar
memudahkan peneliti dalam memahami
serta menganalisis informasi  yang
diperoleh.

Penarikan kesimpulan merupakan
tahap akhir dalam proses analisis data
setelah reduksi data dan penyajian data
dilakukan. Pada tahap ini, peneliti
menafsirkan dan merumuskan makna dari
data yang telah dianalisis untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Kepolisian
Berdasarkan Pasal 13, dan Pasal 14
Ayat (1) Huruf a dan Huruf e Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam
Pemeliharaan Kamtibmas di
Kecamatan Medan Marelan
Berdasarkan  hasil  penelitian
melalui  wawancara dengan  pihak
Kepolisian serta penelusuran dokumen
yang berkaitan dengan kondisi keamanan
di Kecamatan Medan Marelan, diketahui
bahwa tindak pidana pencurian dengan
kekerasan (curas) atau begal masih
menjadi salah satu persoalan yang
memerlukan perhatian. Berdasarkan data
yang diperoleh dari pihak Kepolisian,
pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8
kasus curas, sedangkan pada tahun 2026
tercatat sebanyak 7 kasus. Jumlah tersebut
menunjukkan adanya penurunan kasus,
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tetapi masih terdapat gangguan keamanan
yang perlu mendapatkan perhatian dalam
pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat.

Selain  jumlah  kasus, pihak
Kepolisian juga memberikan informasi
mengenai  beberapa  lokasi  yang
memerlukan perhatian dalam kegiatan
pengamanan, antara lain Jalan Abdul Sani
Muthalib dan Jalan Kapten Rahmad
Buddin di Kelurahan Terjun, Kecamatan
Medan Marelan. Data Anev Polres
Pelabuhan Belawan yang digunakan
dalam penelitian juga menunjukkan
adanya perhatian terhadap wilayah Jalan
Kapten Rahman Budin dalam kegiatan
patroli. Temuan tersebut kemudian
dibandingkan dengan keterangan dari
pihak Kelurahan Terjun. Berdasarkan
keterangan yang diperoleh, kondisi
keamanan Kelurahan Terjun selama
2025-2026 bersifat dinamis dan kejahatan
jalanan, termasuk begal, sempat menjadi
keresahan masyarakat. Pihak kelurahan
juga menyebutkan bahwa ruas jalan yang
sepi dan memiliki penerangan minim
pada malam hari menjadi lokasi yang
sering dikeluhkan, salah satunya kawasan
Jalan Kapten Rahmadbuddin.

Adanya kesesuaian antara
keterangan  pihak  Kepolisian  dan
Kelurahan Terjun menunjukkan bahwa
persoalan keamanan pada lokasi tersebut
tidak hanya menjadi perhatian aparat,
tetapi juga dirasakan oleh pemerintah
kelurahan dan masyarakat. Kondisi
tersebut menjadi salah satu dasar penting
dalam melihat kebutuhan pemeliharaan
Kamtibmas di  lapangan.  Dengan
demikian, pemeliharaan Kamtibmas di
Kecamatan Medan Marelan tidak hanya

berkaitan dengan tindakan setelah
terjadinya tindak pidana, tetapi juga
mencakup kegiatan pencegahan,

pengawasan dan pendekatan kepada
masyarakat. Pelaksanaan tersebut perlu
dilakukan  secara  berkesinambungan
karena  masih  terdapat  gangguan
keamanan dan lokasi yang dinilai rawan.

Pelaksanaan Pemeliharaan Kamtibmas
Berdasarkan Pasal 13 Huruf a Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 huruf a Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat sebagai salah satu tugas
pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi
dasar bagi Kepolisian dalam
melaksanakan berbagai kegiatan untuk
menjaga kondisi keamanan masyarakat.
Dalam perubahan terakhir melalui UU
No. 5 Tahun 2026, ketentuan Pasal 13
tetap menjadi dasar tugas pokok
Kepolisian. Berdasarkan temuan tersebut,
pelaksanaan Pasal 13 huruf a dapat
dikatakan telah berjalan, karena terdapat
kegiatan nyata yang dilakukan oleh
Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas.
Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum
sepenuhnya optimal, karena masih
terdapat kasus curas, lokasi yang
dianggap rawan serta  kebutuhan
peningkatan  intensitas  patroli  dan
respons.

Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a:
Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan
dan Patroli

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Kepolisian mengatur tugas
Kepolisian untuk melaksanakan
pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan. Ketentuan
ini tetap terdapat dalam Pasal 14 setelah
perubahan melalui UU No. 5 Tahun 2026.

Dalam penelitian ini, bentuk
pelaksanaan yang paling terlihat adalah
kegiatan patroli. Berdasarkan keterangan
pihak  Kepolisian, patroli dilakukan
dengan menggunakan kendaraan roda
dua, kendaraan roda empat dan dalam

kondisi  tertentu  dilakukan  dengan
berjalan  kaki. Pelaksanaan patroli
disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi wilayah yang menjadi sasaran
pengawasan. Lokasi yang dinilai rawan
juga menjadi perhatian dalam kegiatan
tersebut. Jalan Abdul Sani Muthalib, dan
Jalan Kapten Rahmad Buddin merupakan
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beberapa lokasi yang dikategorikan
sebagai wilayah yang perlu mendapatkan
perhatian.

Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (1) Huruf e
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 14 ayat (1) huruf e dalam UU
No. 2 Tahun 2002 sebelumnya mengatur
bahwa Kepolisian bertugas: “memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan
umum”. Setelah berlakunya UU No. 5
Tahun 2026, ketentuan tersebut berubah
menjadi: “memelihara ketertiban dan
menjamin keamanan umum termasuk
melaksanakan kegiatan intelijen
keamanan.”

Dalam penelitian ini, pembahasan
diarahkan pada aspek pemeliharaan
ketertiban dan jaminan keamanan umum,
Pelaksanaan tugas tersebut di Kecamatan
Medan Marelan terlihat melalui kegiatan
sambang, penyuluhan dan pemberian
imbauan kepada masyarakat. Kegiatan
tersebut merupakan bentuk pendekatan
Kepolisian kepada masyarakat untuk
membangun kesadaran mengenai
pentingnya menjaga keamanan
lingkungan. keterlibatan masyarakat juga
menjadi bagian dari pemeliharaan
keamanan umum. Berdasarkan
keterangan pihak Kepolisian, kepala
lingkungan turut membantu kegiatan
ronda atau pengamanan lingkungan.
Pihak kelurahan dan kecamatan juga
mempunyai peran dalam mendukung
pencegahan gangguan keamanan.

Sinergi Kepolisian, Kelurahan dan
Masyarakat

Hasil  penelitian ~ menunjukkan
bahwa pemeliharaan Kamtibmas di
Kecamatan Medan Marelan
membutuhkan  kerja  sama  antara
Kepolisian, pemerintah kelurahan dan
masyarakat. Pihak Kelurahan Terjun
menjelaskan bahwa koordinasi dengan
Kepolisian berjalan melalui pola Tiga
Pilar dan komunikasi digital. Pola

tersebut  memberikan  ruang  bagi
pemerintah kelurahan untuk
menyampaikan  informasi  mengenai

kondisi keamanan di wilayahnya. Namun,

luas wilayah cakupan dan kecepatan
penyampaian informasi dari masyarakat
masih menjadi kendala.

Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas

Kepolisian
Dari  hasil wawancara dengan
Kelurahan  Terjun, ditemukan pula

kendala berupa luasnya wilayah cakupan,
kecepatan penyampaian informasi
masyarakat dan belum stabilnya keaktifan
Siskamling. Jika kedua sumber tersebut

dibandingkan, kendala dalam
pemeliharaan Kamtibmas dapat
dikelompokkan menjadi tiga. Pertama,
kendala internal Kepolisian berupa
keterbatasan  personel dan  dana

operasional. Kedua, kondisi lingkungan
berupa adanya lokasi yang sepi dan
minim penerangan pada malam hari.
Ketiga, kendala  komunikasi  dan
partisipasi masyarakat berupa belum
konsistennya kegiatan Siskamling serta
perlunya peningkatan kecepatan
penyampaian informasi kepada
Kepolisian.

Analisis Teori Tanggung Jawab Hukum
Hans Kelsen

Teori tanggung jawab hukum Hans
Kelsen digunakan dalam penelitian ini
untuk melihat hubungan antara kewajiban
yang ditetapkan oleh norma hukum
dengan pelaksanaan kewajiban tersebut
dalam praktik.

Dalam penelitian ini, kewajiban
Kepolisian bersumber dari Undang-
Undang Nomor 2  Tahun 2002
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No. 5 Tahun 2026. Pasal 13 huruf a
memberikan tugas untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat,
sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf a
memberikan tugas pengaturan, penjagaan,
pengawalan dan patroli. Pasal 14 ayat (1)
huruf e memberikan tugas memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan
umum. Berdasarkan hasil penelitian,
kewajiban tersebut telah diterjemahkan ke
dalam tindakan nyata. Kepolisian
melaksanakan patroli, sambang,
penyuluhan, pemberian imbauan dan
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pengawasan  terhadap lokasi  yang
dianggap rawan. Pihak Kelurahan Terjun
juga mengakui bahwa patroli dialogis
Bhabinkamtibmas cukup  membantu
memberikan rasa aman.

Berdasarkan teori tanggung jawab
hukum Hans Kelsen, Kepolisian telah
menjalankan kewajiban hukum yang
dibebankan oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi pelaksanaan kewajiban
tersebut belum sepenuhnya optimal dalam
mencapai  kondisi Kamtibmas yang
diharapkan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh melalui wawancara dan
pengumpulan data dari pihak Kepolisian
serta Kelurahan Terjun, dapat diketahui
bahwa pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di
Kecamatan Medan Marelan  telah
dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik
yang bersifat preventif maupun responsif.
Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan
melalui patroli, sambang oleh
Bhabinkamtibmas, penyuluhan kepada
masyarakat, pemberian imbauan
mengenai keamanan, pengawasan
terhadap lokasi yang dianggap rawan,
serta tindakan responsif ketika terjadi
gangguan keamanan. Pelaksanaan
kegiatan tersebut menunjukkan bahwa
Kepolisian telah menjalankan fungsi
pemeliharaan Kamtibmas sebagaimana
menjadi salah satu tugas pokoknya.

Implementasi Tugas
Menurut Siyasah Syari’yyah
Dalam perspektif siyasah
syari’yyah, keamanan masyarakat
merupakan bagian dari tanggung jawab
negara atau penguasa dalam meujudkan
kemaslahatan umum, dalam pemikiran
imam Al-Mawardi didalam kitabnya Al-
Ahkamussulthaniyah bahwa yang
bertugas menjaga keamanan  dan
ketertiban dikenal dengan konsep Ahlus
Syurthah  dsn  hisbah. Al-Mawardi
Mengatakan
d}sﬂ\umﬂujwwﬂ\e@&ﬂ\&\ub
285 ¢ CpaSIaia) AN 2 lgilat

Kepolisan
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Artinya: Ahlus syurthah adalah orang-
orang yang dipilih untuk menjelaskan dan
memenuhi hak-hak masyarakat,
melaksanakan hukum terhadap pihak-
pihak yang bersengketa, serta menindak
dan  mencegah  orang-orang  yang
melakukan kerusakan agar menghentikan
pembangkangan dan perbuatan yang
merusak.

Pernyataan imam  Al-Mawardi
diatas menunjukkan bahwa  aparat
keamanan dalam hal ini Kepolisian,
mempunyai tanggung jawab untuk
menjaga hak masyarakat, menjalankan
ketentuan hukum dan mencegah tindakan
yang dapat mengganggu ketertiban.
Konsep ini mempunyai hubungan dengan
pelaksanaan  tugas  Kepolisian  di
Kecamatan Medan Marelan.

Selain itu imam Al-Mawardi juga
menyatakan

MM\MS¢“)M‘J\A4.A€_\M.\JQL€J}6‘)J)M
c\A.u.u\ d\AL@.\M}\.@.l).UJJLL@J} eé\.u.m]\
vk 2o o) ke Y)
Artinya: kejahatan merupakan perbuatan
yang dilarang oleh syariat dan
terhadapnya terdapat hukuman berupa
hudud atau fa’zir. Ketika masih dalam
tahap tuduhan, terdapat proses
pemeriksaan yang didasarkan pada
kebijakan keagamaan, sedangkan setelah
kejahatan  terbukti,  penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum
syariat.

Konsep Al-Hisbah

Dalam menjelaskan fungsi dari Al-

Hisbah, Al-Mawardi menyatakan
e 1) u})ydbfﬂemmqm‘ij\
MJ@E\J\J&A\‘}:G@_\M}‘A&}
Artinya: Al-Hisbah merupakan
kewenangan yang dijalankan untuk
mengajak kepada perbuatan yang baik
ketika kebaikan tersebut ditinggalkan dan

mencegah kemungkaran ketika
kemungkaran tersebut dilakukan.
Konsep tersebut mempunyai

keterkaitan dengan kegiatan Kepolisian
berupa  sambang, penyuluhan dan
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pemberian imbauan yang dilakukan
kepolisian Sektor Medan Labuhan yang
dibawah komando Kapolres Pelabuhan
Belawan kepada masyarakat. Kegiatan
tersebut tidak secara langsung berbentuk
penindakan terhadap pelaku kejahatan,
tetapi lebih diarahkan untuk membangun
kesadaran masyarakat agar ikut menjaga
keamanan lingkungan.

Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yang menjadi
dasar analisis juga dapat dirumuskan
melalui kaidah:

Aalaally b ia e 50 e oY) it
Artinya:  Kebijakan atau  tindakan
pemimpin  terhadap  rakyat  harus
didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah  tersebut menunjukkan
bahwa penggunaan kewenangan
pemerintahan tidak boleh dilepaskan dari
kepentingan masyarakat. Apabila
dikaitkan dengan hasil penelitian, patroli,

sambang, penyuluhan, imbauan dan
penanganan terhadap tindak pidana
merupakan tindakan yang diarahkan

untuk menjaga keamanan dan melindungi
masyarakat. Dalam konteks tindak pidana
begal, upaya tersebut berkaitan dengan
perlindungan terhadap keselamatan dan
harta masyarakat. Begal merupakan
tindak pidana yang tidak hanya
menimbulkan kerugian terhadap harta
korban, tetapi juga dapat mengancam
keselamatan karena dilakukan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh
karena itu, pencegahan dan penanganan
begal mempunyai hubungan dengan
tujuan menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan
menjaga harta (hifzh al-mal).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas
Kepolisian dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat di Kecamatan
Medan Marelan dilakukan  melalui
berbagai  bentuk  tindakan, baik

pencegahan maupun penanganan terhadap
tindak pidana. Langkah pencegahan

dilakukan melalui patroli, patroli dialogis,
sambang, penyuluhan, serta penyampaian
imbauan kepada masyarakat. Kegiatan
patroli juga diarahkan ke sejumlah lokasi
yang dinilai rawan, seperti Jalan Abdul
Sani Muthalib, dan Jalan Kapten Rahmad
Buddin,. Sementara itu, ketika tindak
pidana terjadi, Kepolisian melakukan
penanganan melalui tindakan represif,
termasuk  dalam  menangani  kasus
pencurian dengan kekerasan atau begal
dengan  melibatkan  Tim  Macan.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh
dari pihak Kepolisian, tercatat 8 kasus
curas pada tahun 2025 dan 7 kasus pada
tahun 2026 di Kecamatan Medan
Marelan. Data tersebut memperlihatkan
bahwa pelaksanaan tugas Kepolisian
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 telah dilakukan melalui kegiatan
pencegahan, pemeliharaan keamanan, dan
penegakan hukum.

Dalam perspektif Siyasah
Syar’iyyah, pelaksanaan tugas tersebut
mempunyai hubungan dengan pemikiran
Imam Al-Mawardi mengenai ahlus
syurthah, yaitu aparat yang bertugas
menjaga keamanan, memberikan
perlindungan kepada masyarakat, serta
mencegah dan menangani tindakan yang
dapat menimbulkan kerusakan.
Pelaksanaan patroli dan pengawasan di
wilayah rawan mencerminkan fungsi
pencegahan yang menjadi bagian dari
tugas aparat keamanan, sedangkan
penanganan  terhadap kasus begal
menunjukkan adanya fungsi penindakan
ketika gangguan keamanan telah terjadi.
Selain itu, kegiatan sambang, penyuluhan
dan  pemberian  imbauan  kepada
masyarakat dapat dikaitkan dengan
konsep Al-Hisbah, khususnya dalam
upaya mencegah terjadinya kemungkaran
dan menjaga kepentingan umum. Dari sisi
kemaslahatan, berbagai tindakan tersebut
diarahkan untuk memberikan
perlindungan kepada masyarakat,
terutama dalam menjaga keselamatan
jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-
mal). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas
Kepolisian dalam pemeliharaan

6632



Journal of Science and Social Research
August 2026, 1X (4): 6625 — 6633

ISSN 2615 — 4307 (Print)
ISSN 2615 —3262 (Online)

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

kamtibmas di Kecamatan Medan Marelan
pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip
Siyasah Syar’iyyah yang dikemukakan
Imam Al-Mawardi, meskipun kondisi di
lapangan masih menunjukkan adanya
gangguan keamanan dan sejumlah
hambatan yang perlu mendapat perhatian
lebih lanjut.
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